
 

 

 

 

BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG  

 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR    27   TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DALAM 
MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN  

KABUPATEN PESISIR BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PESISIR BARAT, 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa untuk memberikan perlindungan serta 
kepastian hukum kepada tenaga kesehatan di 

Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan 
praktik, perlu mengatur pemberian Izin 
Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan 
Praktik Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan 

Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan 
Kabupaten Pesisir Barat;  
 

Mengingat 

 

: 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5364); 

 
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



 

 

4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 
 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

 
6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 

 
7 Peraturan Menteri Kesehatan No 

HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kesehatan No 

HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473); 

 
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Izin 

Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang 

Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga 
Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1137); 
 

9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik 
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran: 
 

10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 
2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan 

Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 477); 
 

11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 
2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga      

Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 648); 

 

12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

977); 



 

 

13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 
2013 tentang Penyelenggaran Pekerjaan dan 

Praktik Fisioterapis; 
 

14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaran Pekerjaan 
Radiografer (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 139); 

 
15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 

2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli 
Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867); 

 
16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 
 

17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Penata Anastesi; 

 
18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Terapis Gigi dan Mulut; 

 

19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 
2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 954); 
 

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 956); 
 

21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintergrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 887); 
 

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 
HK.02.02/MENKES/24/2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/ 

2011 tentang Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga 
Kefarmasian; 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

 

: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN 
PENYELENGGARAAN PRAKTIK TENAGA 

KESEHATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN 
KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN 
KABUPATEN PESISIR BARAT. 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan  daerah  yang memimpin pelaksanaan 

urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Barat. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Barat. 

6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 

OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. 

7. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan 

kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian 

di bidang kesehatan. 

8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

Promotif (Promosi), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), 

maupun rehabilitatif (pemulihan),  yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan atau Masyarakat. 

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan 

melalui pendidikan di  bidang  kesehatan yang untuk  jenis tertentu  

memerlukan  kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 



 

 

10. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar 

profesi. 

11. Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas prestasi 

lulusan yang sesuaidengan keahliandalam cabang ilmunya dan/atau 

memiliki prestasi di luar program studinya. 

12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti 

tertulis  yang  diberikan  oleh Menteri  kepada  Tenaga  Kesehatan  yang 

telah diregistrasi. 

13. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah tanda bukti 

tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga 

Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan 

praktik keprofesiannya. 

14. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI 

adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi 

menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan yang terdiri dari unsur kementerian dan organisasi profesi 

kesehatan. 

15. Konsil Kedokteran Indonesia, selanjutnya disingkat KKI adalah suatu 

badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang 

terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 

16. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Gigi 

Spesialis  lulusan  pendidikan  kedokteran  atau kedokteran gigi baik 

di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

17. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di 

dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

18. Penata Anestesi adalah setiap orang yang lulus pendidikan Penata 

Anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

19. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan 

yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

20. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan 

telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. 

21. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker 

dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana 



 

 

Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah 

Farmasi/Asisten Apoteker. 

22. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

23. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata 

Rontgen/Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/ 

Akademi/Diploma III Teknik Radio Diagnostik dan Radio Terapi yang 

telah memiliki ijasah sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

24. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan dibidang 

gizi sesuai ketentuan perundang-undangan. 

25. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan 

dibidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

26. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah 

surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan 

praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.  

27. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah surat izin yang 

diberikan kepada Apoteker untuk menyelenggarakan Apotek. 

28. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya 

disingkat SIPTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada 

Tenaga Teknik Kefarmasian untuk melaksanakan pekerjaan 

kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian. 

29. Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat ATLM 

adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi 

Laboratorium Medik atau Analis Kesehatan dan memiliki Kompetensi 

melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia 

untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan 

masyarakat. 

30. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya 

disingkat SIP-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada ATLM sebagai pemberian kewenangan 

untuk menjalankan praktik. 

31. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perawat 

untuk menjalankan praktik keperawatan yang berupa praktik mandiri. 

 



 

 

32. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perawat untuk 

menjalankan praktik keperawatan di luar praktik mandiri. 

33. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti 

tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Bidan untuk 

menjalankan praktik kebidanan. 

34. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

Tenaga Gizi untuk menjalankan praktik pelayanan Gizi secara mandiri. 

35. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIKTGz adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga 

Gizi untuk menjalankan praktik pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan. 

36. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian yang selanjutnya disingkat SIKTS 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

Tenaga Sanitarian untuk menjalankan praktik pelayanan di bidang 

kesehatan lingkungan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

37. Surat Izin Praktik Fisioterapi yang selanjutnya disingkat SIPF adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga 

Fisoterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis untuk menjalankan 

praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau pada fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

38. Surat Izin Kerja Fisioterapi yang selanjutnya disingkat SIKF adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga 

Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan untuk 

menjalankan praktik pelayanan fisioterapi di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan. 

39. Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat SIPPA 

adalah  bukti  tertulis  yang diberikan oleh Pemerintah  Daerah kepada 

seorang Penata Anestesi untuk menjalankan praktik keprofesian 

Penata Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

40. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah 

bukti   tertulis    yang    diberikan   oleh   Pemerintah   Daerah   kepada 

Radiografer untuk menjalankan pekerjaan Radiografi di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. 



 

 

41. Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan 

kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

42. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat 

SIPTGM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut. 

 

BAB II 

REGISTRASI 
 

Pasal 2 

(1) Setiap Tenaga  Kesehatan  yang akan  menjalankan praktik dan/atau 

pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk memperoleh izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diperlukan STR. 

(3) Untuk memperoleh STR Tenaga Kesehatan harus memiliki Sertifikat 

Kompetensi yang dikeluarkan setelah lulus uji kompetensi. 

(4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dikeluarkan oleh   Majelis 

Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)setelah memenuhi persyaratan. 

 

Pasal 3 

(1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

diberikan kepada peserta setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi 

oleh perguruan tinggi   bidang kesehatan yang memiliki izin 

penyelenggaraan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- 

undangan. 

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan MTKI. 

 

Pasal 4 

(1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan 

berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan di 

tahun ke-lima. 

(2) STR dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun setelah memenuhi 

persyaratan. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi (diploma) di 

bidang kesehatan. 



 

 

b. Pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, 

pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya. 

(4) Jumlah satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b untuk setiap kegiatan ditetapkan oleh MTKI atas usulan dari 

organisasi profesi. 

 

Pasal 5 

(1) Pengabdian diri sebagai tenaga profesional atau vokasi (profesi) 

dibidang kesehatan sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  4  ayat  (3)  

huruf a  dibuktikan dengan: 

a. Keterangan kinerja dari institusi tempat bekerja atau keterangan 

praktik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Surat izin Praktik atau Surat Izin Kerja. 

c. Rekomendasi dari organisasi profesi. 

(2) Pemenuhan  kecukupan  dalam  kegiatan  pelayanan,  pendidikan, 

pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dibuktikan dengan pemenuhan syarat 

satuan kredit profesi yang diperoleh selama 5 (lima) tahun yang 

ditetapkan oleh organisasi profesi. 

 

Pasal 6 

Dalam hal Tenaga Kesehatan tidak dapat memenuhi ketentuan 

persyaratan perpanjangan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(3), maka Tenaga Kesehatan tersebut harus mengikuti evaluasi 

kemampuan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi bekerjasama 

dengan MTKI. 

 

Pasal 7 

Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik berpendidikan minimal 

Diploma III, kecuali Dokter. 

 

BAB III  
IZIN PRAKTIK 

 

Pasal 8 

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang 

pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP. 



 

 

(2) SIP diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Daerah setelah ada rekomendasi. 

(3) Rekomendasi yang dimaksud dalam ayat  (2) dikeluarkan oleh Dinas 

Kesehatan atas permohonan izin tersebut. 

(4) Jika memerlukan rekomendasi teknis Dinas Kesehatan melakukan 

survei/visitasi penilaian pemenuhan persyaratan tempat praktik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

(5) Untuk melaksanakan visitasi/survei dibentuk tim teknik yang 

ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan. 

(6) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya hanya 

dapat memiliki paling banyak 2 (dua) surat izin. 

(7) Jumlah surat izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) 

dikecualikan bagi tenaga Dokter, Apoteker dan Tenaga Teknik 

Kefarmasian. 

(8) Permohonan SIP kedua atau ketiga harus dilakukan dengan 

menunjukkan SIP pertama atau pertama dan kedua. 

(9) 1 (satu) SIP berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat. 

(10) SIP dinyatakan tidak berlaku dalam hal: 

a. Masa berlaku STR telah habis. 

b. Tempat praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. 

c. Dicabut izinnya oleh pejabat yang berwenang memberikan izin. 

d. Yang bersangkutan meninggal dunia. 

 

DOKTER 

Pasal 9 
 

(1) SIP Dokter Umum dan Dokter Gigi diberikan paling banyak 3 (tiga) 

tempat praktik, baik fasilitas pelayanan milik pemerintah, swasta 

maupun perorangan. 

(2) SIP Dokter Umum dan Dokter Gigi yang sedang mengikuti Program 

Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Spesialis 

Gigi tetap berlaku 5 (lima). 

(3) SIP Dokter Internsip berlaku 1 (satu) tahun. 

(4) Perpanjangan SIP diajukan ke Pemerintah Daerah dilakukan paling 

lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir. 

(5) Dalam rangka melaksanakan program pemerataan pelayanan 

kesehatan: 



 

 

a. SIP Dokter Umum dan Dokter Gigi yang melakukan praktik di 

instansi pemerintah berlaku juga pada fasilitas pelayanan 

kesehatan wilayah binaannya yang tidak memiliki dokter 

umum/Dokter Gigi. 

b. SIP Dokter Spesialis yang melakukan praktik di instansi pemerintah 

berlaku juga pada fasyankes pemerintah di daerah lain yang tidak 

memiliki dokter spesialis yang sama. 

(6) Pemberian pelayanan pada ayat (4) harus diberitahukan secara tertulis 

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. 

 

PERAWAT 
Pasal 10 

 

(1) Perawat yang menjalankan praktik keperawatan  berpendidikan 

minimal Diploma III. 

(2) Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas 

pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKP. 

(3) Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di praktik 

mandiri wajib memiliki SIPP. 

(4) SIKP dan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

berlaku untuk 1 (satu) tempat. 

 

BIDAN 

Pasal 11 
 

(1) Bidan yang menjalankan praktik kebidanan berpendidikan minimal 

Diploma III. 

(2) Setiap Bidan yang menjalankan praktek kebidanan di fasilitas 

pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPB. 

(3) Bidan hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPB. 

(4) Permohonan SIPB kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPB 

pertama. 

(5) 1 (satu) SIPB hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat. 

(6) Untuk praktik mandiri bidan dan bidan desa harus dilakukan visitasi 

penilaian pemenuhan persyaratan tempat praktik bidan. 

(7) SIPB dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak 

dinyatakan berkas permohonan lengkap. 



 

 

(8) Bidan desa merupakan bidan yang memiliki SIPB di Puskesmas dan 

melaksanakan praktik kebidanan pada satu desa sebagai jaringan 

Puskesmas. 

(9) Dalam rangka penjaminan mutu pelayanan kesehatan praktik bidan 

desa, Dinas Kesehatan Kabupaten harus melakukan penilaian 

pemenuhan persyaratan tempat praktik sebagai dasar pembuatan 

rekomendasi penerbitan SIPB. 

(10) Bidan desa yang mengajukan praktik mandiri bidan, lokasi praktik 

berada pada satu desa tempat bidan desa praktik dan tempat praktik 

tidak digabung dengan tempat praktik bidan desa serta waktu praktik 

tidak bersamaan dengan waktu praktik bidan desa. 

 
TENAGA GIZI 

Pasal 12 

 

(1) Pendidikan Tenaga Gizi yang menjalankan praktik pelayanan gizi terdiri 

atas : 

a. Tenaga gizi lulusan Diploma III sebagai Ahli Madya Gizi adalah 

tenaga gizi Technical Registered Dietisien. 

b. Tenaga gizi lulusan Diploma IV sebagai Sarjana Terapan Gizi dan 

Tenaga gizi lulusan sarjana sebagai Sarjana Gizi adalah Tenaga Gizi 

Nutrisionis Registered. 

c. Tenaga gizi lulusan pendidikan profesi adalah Tenaga Gizi 

Registered Dietisien. 

(2) Tenaga Gizi Registered Dietisien dapat menjalankan praktik  pelayanan 

gizi secara mandiri dan atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. 

(3) Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Tenaga Gizi Nutrisionis 

Registered hanya dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. 

(4) Tenaga Gizi Registered Dietisien dalam menjalankan praktik  pelayanan 

gizi harus memiliki SIPTGz. 

(5) Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Tenaga Gizi Nutrisionis 

Registered dalam menjalankan praktik  pelayanan gizi harus memiliki 

SIKTGz. 

 
TENAGA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 

Pasal 13 
 

(1) Tenaga ATLM dalam menjalankan praktik  keprofesiannya di fasilitas 

pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP-ATLM. 



 

 

(2) Kualifikasi pendidikan minimal D III laboratorium medik. 

 

TENAGA SANITARIAN 
Pasal 14 

 

(1) Tenaga Sanitarian dalam menjalankan praktik  keprofesiannya di 

fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTS. 

(2) Kualifikasi pendidikan minimal D III sanitasi. 

 

TENAGA KEFARMASIAN 
Pasal 15 

 

(1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian 

harus memiliki izin : 

a. Tenaga apoteker memiliki SIPA. 

b. Tenaga Teknik Kefarmasian memiliki SIPTTK. 

(2) Apoteker dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) SIPA. 

(3) Dalam hal Apoteker sudah memiliki SIA, maka SIPA diberikan hanya 

pada 2 (dua) tempat di fasilitas pelayanan kefarmasian. 

(4) Fasilitas pelayanan kefarmasian hanya dapat memberikan pelayanan 

kefarmasian selama apoteker berada di tempat dan memberikan 

pelayanan langsung kepada pasien. 

(5) SIPTTK diberikan paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian. 

 

FISIOTERAPIS 
Pasal 16 

 

(1) Berdasarkan pendidikannya  Fisioterapis yang menjalankan praktik 

pelayanan dikualifikasikan sebagai berikut : 

a. Lulusan Diploma III sebagai Fisiotrapis Ahli Madya  

b. Lulusan Diploma IV atau Sarjana Terapan Fisioterapi sebagai 

Fisioterapi Sarjana Sains Terapan. 

c. Lulusan Program Profesi Fisioterapi sebagai Fisioterapi profesi. 

d. Lulusan Program Spesialis Fisioterapi sebagai Fisioterapi spesialis. 

(2) Fisioterapi Profesi atau Fisioterapi Spesialis dapat menjalankan praktik  

pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan atau bekerja di fasilitas 

pelayanan kesehatan serta wajib memiliki SIPF. 



 

 

(3) Fisioterapi Ahli Madya atau Fisioterapi Sains Terapan hanya dapat 

menjalankan praktik  pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan serta 

wajib memiliki SIKF. 

(4) Fisioterapi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) harus bekerja 

di bawah pengawasan Fisioterapi Profesi atau Fisioterapi Spesialis. 

 

 

 

 
PENATA ANESTESI,  RADIOGRAFER DAN  

TERAPIS GIGI DAN MULUT 

 

Pasal 17 

(1) Penata Anestesi dalam menjalankan praktik  keprofesiannya wajib 

memiliki SIPPA. 

(2) Radiografer dalam menjalankan praktik  keprofesiannya wajib memiliki 

SIKR. 

(3) Terapis Gigi dan Mulut dalam menjalankan praktik  keprofesiannya 

wajib memiliki SIPTGM. 

 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN 
 

Hak  
Pasal 18 

 

(1) Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin berhak menjalankan 

praktik sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Dalam menjalankan praktiknya Tenaga kesehatan berhak: 

a. Memperoleh pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima 

Pelayanan Kesehatan atau keluarganya. 

c. Menerima imbalan jasa. 

d. Memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, 

moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. 

e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. 



 

 

f. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain 

yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar 

pelayanan dan Perundang-undangan. 

g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Kewajiban  

Pasal 19 

 

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: 

a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, 

Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan 

etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan 

Kesehatan. 

b. Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau 

keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. 

c. Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan. 

d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang 

pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan.  

e. Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain 

yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai. 

f. Memasang papan nama praktik bagi yang menjalankan praktik 

mandiri. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan hurul d 

hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan 

kesehatan perseorangan. 

 

Pasal 20 

(1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima 

Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada 

bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. 

(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 

menolak Pasien dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih 

dahulu. 

 

 

 



 

 

 

BAB V 
KEWENANGAN 

 
Pasal 21 

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai  

dengan kewenangan yang didasarkan pada Kompetensi yang 

dimilikinya. 

(2) Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat 

menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. 

(3) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian 

dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga 

apoteker. 

(4) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan 

keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. 

b. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah 

pengawasan pemberi pelimpahan. 

c. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang 

dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan 

pelimpahan yang diberikan. 

d. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan 

keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan. 

 

 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 22 

(1) Agar terselenggaranya praktik tenaga kesehatan yang bermutu, perlu 

dilakukan pembinaan dan pengawasan. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud diarahkan untuk: 

a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

Tenaga Kesehatan. 

b. Melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas 

tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan. 

c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga 

Kesehatan. 



 

 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala 

Dinas Kesehatan dan dapat mengikut sertakan Organisasi Profesi 

sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),  dapat memberikan sanksi administratif berupa: 

a. Peringatan lisan. 

b. Peringatan tertulis. 

c. Pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun atau 

pencabutan SIP selamanya. 

(5) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif seperti 

pada ayat 3 huruf c atas dasar Rekomendasi dari Dinas Kesehatan. 

(6) Dinas kesehatan dapat mengeluarkan rekomendasi pencabutam SIP 

dalam hal: 

a. Atas rekomendasi dari organisasi profesi Tenaga Kesehatan 

bersangkutan. 

b. STR telah dicabut oleh MTKI atau KKI. 

c. Tempat praktik tidak sesuai dengan SIP. 

 

Pasal 23 

(1) Pencabutan SIP harus disampaikan kepada yang bersangkutan 

maksimal 14 (empat belas) hari sejak keputusan ditetapkan. 

(2) Dalam hal keputusan tidak dapat diterima, yang bersangkutan bisa 

mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk 

diteruskan kepada Menteri Kesehatan, dan selanjutnya meneruskan ke 

MTKI atau KKI. 

 

Pasal 24 

Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan setiap pencabutan SIP kepada 

Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian 

Kesehatan, KKI, MTKI, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta tembusan 

kepada  Organisasi Profesi setempat. 

 

Pasal 25 

(1) Tenaga kesehatan yang akan menghentikan izin praktik wajib 

memberitahukan secara tertulis ke Pemerintah Daerah dengan 

mengembalikan SIP asli. 



 

 

(2) Pemerintah Daerah mengembalikan fotocopy STR Dokter yang telah 

dilegalisir asli oleh KKI milik dokter yang bersangkutan segera setelah 

SIP dikembalikan. 

(3) Dalam keadaan STR Dokter legalisir asli hilang Pemerintah Daerah 

harus membuat surat pernyataan kehilangan untuk permintaan 

fotocopy STR legalisir asli kepada KKI. 

 

Pasal 26 

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan 

Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki Izin Praktik di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatannya. 

(2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melaporkan Tenaga 

Kesehatan yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatannya setiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan 

tembusan kepada Organisasi Profesi. 

 

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa: 

a. Klinik. 

b. Puskesmas. 

c. Rumah sakit. 

d. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VII 
  KETENTUAN PENUTUP 

 
 

Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat. 

 
  

Ditetapkan di Krui 

pada tanggal  27 Mei 2019 
 

BUPATI PESISIR BARAT, 
 
                 dto 

 
       AGUS ISTIQLAL 

 
 
 

 
Diundangkan di Krui 
pada tanggal   27 Mei 2019 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 
 
             dto 

 
N. LINGGA KUSUMA 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019 NOMOR 99 
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